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ABSTRAK 
ANALISIS TARGET PERENCANAAN DAN REALISASI PENERIMAAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 
KABUPATEN LANGKAT 
Oleh: 
Risca Yunia Lestari 
Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
menjawab tiga rumusan masalah yakni sebagai berikut: pertama, bagaimana 
target perencanaan dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Langkat? Kedua, Bagaimanakah konsep 
perencanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten 
Langkat? Ketiga, Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara target 
perencanaan dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkat? Data yang digunakan adalah data 
primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang 
memahami objek kajian dan data sekunder diperoleh dari lokasi penelitian yaitu 
data target dan realisasi BPHTB tahun 2014-2016, dan melalui website BPS 
Kabupaten Langkat. Berdasarkan hasil penelitian, target perencanaan dan realisasi 
penerimaan Kabupaten Langkat tidak sesuai karena terdapat perbedaan antara 
target perencanaan dengan realisasi penerimaan dan terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi, yaitu tingkat pengetahuan, 
kurangnya kesadaran Wajib Pajak, banyaknya transaksi dibawah NJOPTKP, dan 
kurangnya kerjasama antara BAPENDA, Notaris, dan Badan Pertahanan Negara 
(BPN). Dalam merencanakan target, Pemerintah Daerah melihat dari beberapa 
aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
inflasi, dan pendapatan. 
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PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara 
terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Salah satu ketersediaan dana pembangunan diperoleh dari 
Bea Perolehan Hak Tanah Atas dan Bangunan (BPHTB). Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan 
hak atas tanah dan atau bangunan.Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 
atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat 
mendasar.Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap 
saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua 
kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu 
memerlukan tanah.Tanah dan bangunan merupakan hak yang diperoleh oleh 
setiap orang, tetapi selain hak kita juga mempunyai kewajiban atas tanah dan 
bangunan tersebut.Kewajiban tersebut berupa pajak.Pajak yang dikenakan 
terhadap tanah dan bangunan ini dinamakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB).Pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan ini atau 
BPHTB ini bersifat wajib bagi Wajib Pajak yang mempunyai tanah dan 
bangunan.Mengenai terdapat pada Keputusan Mentri Keuangan 
No.516/KMK04/2004. 
Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, 
maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa 
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
1
 Ketentuan mengenai 
tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita 
sebut dengan UUPA. 
Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka sudah 
sewajarnya jika pemilik atau yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan 
(yang merupakan bagian dari bumi) menyerahkan sebagian nilai ekonomis kepada 
pemerintah.Penyerahan sebagian nilai ekonomis dari perolehan tanah dan 
bangunan diwujudkan dengan membayar pajak yang dalam hal ini adalah Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan Bea Perolehan 
                                                             
1
Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Pengelolaan SDA 
1     
1 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap memperhatikan asas keadilan bagi 
masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan berpenghasilan melalui nilai 
perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak. 
Sejak tanggal 01 Januari 2011  Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan 
(BPHTB) kewenangan pemungutannya dialihkan oleh Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak provinsi terdiri dari pajak 
kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, 
dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak  hotel, pajak restoran, 
pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam 
dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi 
dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 
Pajak adalah prestasi pemerintahan yang terutang melalui norma-norma 
umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi, yang dapat 
ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai 
pengeluaran pemerintah.
2
 
Salah satu tujuan dari pelaksanaan pungutan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah menggali dan memperkuat potensi sumber 
penerimaan Negara yang stabil dan dapat diandalkan untuk membiayai 
pembangunan daerah.Stabil dalam arti fluktuasi hasil penerimaan pajaknya secara 
aktif tidak begitu tinggi, sedangkan hasilnya dapat diandalkan yang berarti bahwa 
kontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup berperan. 
Supaya wajib pajak tahu, mau dan mampu melaksanakan hak dan 
kewajiban pajaknya dengan baik maka diperlukan peran aktif dari pihak 
Direktorat Jendral Pajak untuk memasyarakatkan perpajakan yaitu berupa 
sosialisasi perpajakan.Karena salah satu faktor penyebab tidak terealisasinya 
BPHTB adalah kurangnya kesadaran dari masyatakat dalam membayar.Sosialisasi 
bisa dilakukan melalui seminar, diskusi, penataran, penyuluhan perpajakan yang 
dilaksanakan dalam skala kecil, menengah, dan besar dalam berbagai tempat dan 
kesempatan melalui berbagai jalur tradisional dan modern serta media cetak dan 
elektronik. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada wajib 
pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan 
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga target dari 
pemerintah dapat terealisasi 100% atau melebihi 100%. Sosialisasi perpajakan 
selain memberikan manfaat secara langsung kepada wajib pajak berupa 
peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak, juga dapat 
meningkatkan penerimaannya. 
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 Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, (Bandung: Eresco, 1993), h. 19. 
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pemerintah telah 
melakukan pembaharuan perpajakan (tax reform) sejak tanggal 1 Januari 1984. 
Denganpembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan yang 
mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak. 
Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga 
di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran 
kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang 
selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak.
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Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 Kabupaten Langkat merupakan salah 
satu Kabupaten yang tidak mencapai target pajak daerahnya yaitu BPHTB. 
Dimana pada tahun 2014 pemerintah daerah menetapkan target BPHTB dengan 
jumlah 6.500.000.000,00 dan terealisasi hanya sejumlah 3.180.953.308,00 dengan 
persentase 48.94%, pada tahun 2015 pemerintah daerah menetapkan target dengan 
jumlah yang sama dan terealisasi 4.102.995.090,00 dengan persentase 63.12%, 
kemudian pada tahun 2016 tetap dengan target yang sama pada tahun sebelumnya 
dan terealisasi sebesar 3.854.310.944,00 dengan persentase 59.30%.
4
 
Dari target yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Langkat pada 
tahun 2011 sebesar 3.500.000.000,00 yang realisasinya mencapai target, 
kemudian pada tahun 2014 sampai saat ini Pemerintah Daerah menetapkan target 
sebesar 6.500.000.000,00 dari tahun 2014 belum mencapai target 100%. Dan ini 
menjadi kajian menarik, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian 
“Analisis Target Perencanaan dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkat”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana target perencanaan dan realisasi penerimaan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Langkat?  
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara targer 
perencanaan dan realisasi penerimaan BPHTB? 
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 Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, (Bandung: Eresco, 1992), h. 23-
24. 
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 Penjelasan BAPENDA Kabupaten Langkat 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menganalisis target perencanaan dan realisasi penerimaan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)Kabupaten 
Langkat yang tidak melampaui target yang telah ditetapkan.  
b. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan antara target 
perencanaan dan realisasi penerimaan BPHTB. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan dan dijadikan acuan untuk penelitian 
selanjutnya. 
b. Kegunaan Praktis. 
Diharapkan dapat memberikan informasi tentang target dan 
realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
c. Kegunaan Kebijakan  
Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
acuan dasar pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan 
mengenai pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan  
daerah khususnya  melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). 
 
D. Kerangka Teori 
Pada awalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan 
pos pajak yang dipungut oleh pusat, dengan adanya pengesahan Undang-Undang 
No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebagai 
pengganti Undang-Undang No. 21/1997dan Undang-Undang No.20/2000 tentang 
pemungutan BPHTB menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah. 
Pemerintah Daerah setiap tahunnya menetapkan target perencanaan pembayaran 
BPHTB dengan tujuan agar pembayaran terealisasi sesuai perencanaan dan target 
menjadi tolak ukur apakah pembayaran BPHTB sudah sesuai dengan perencanaan 
atau belum sesuai. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menuangkan kerangka 
pemikiranya dalam bentuk skema sebagai berikut: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
Gambar 1 
Kerangka Teori 
 
E. Kajian Terdahulu 
Witri (2016) dengan judul jurnal Analisis Pelimpahan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan), 
ditemukan dalam jurnal ini bahwa rencana target dan realisasi antara tahun 2011 – 
2013 belum mencapai target 100%, dan pada tahun 2014 melebihi target yaitu 
216.95% dengan total penerimaan 6.395.064.086,00. Metode dalam penelitian ini 
adalah deskriptif, sedangkan pendekatannya adalah kualitatif. Peneliti 
menggunakan data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini yaitu 
informasi yang didapat langsung dari wawancara dengan objek penelitian  Peneliti 
menggunakan Perda, Perbup, SOP dan Laporan Realisasi PAD Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2011 hingga 2014 sebagai data sekunder.5 
 
Fahmi Alamsyah, dengan judul jurnal “Peran PPAT Dalam Penerapan Self 
Assesment System Pada Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan Pasca Terbitnya Surat Edaran Kepada Badan Pertahanan Nasional 
(Studi di Kota Batu)”. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam memberikan 
jasa pelayanan dalam penghitungan serta Pembayaran BPHTB, PPAT terkendala 
oleh peraturan yang mengatur perbuatan PPAT yang selama ini telah berlangsung 
lama di Masyarakat, terlebih lagi perlu adanya sinkronisasi peraturan baik 
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ditingkat daerah maupun pusat sehingga dapat mengakomodir kepentingan pihak-
pihak terkait. Selain itu pengetahuan dan Kejujuran dari Wajib Pajak yang sangat 
dibutuhkan dalam menerapkan self assesment systempada BPHTB yangakan 
dilaporkan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif.
6
 
Melian Agu (2015), dengan judul jurnal “Evaluasi Penerapan Sistem Pajak 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah 
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”.Hasil dalam 
penelitian ini adalah bahwa dalam pemungutan BPHTB menggunakan system self 
assessment, belum sepenuhnya berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dan 
Wajib Pajak belum menggunakan NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) yang 
sebenarnya sebagai dasar perhitungan BPHTB dan penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana penerapan sistem pelaksanaan pemungutan BPHTB dan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat sistem pemungutan BPHTB. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan 
data primer dan sekunder dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara oleh 
pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, data sekunder 
diperoleh dari buku-buku, internet, undang-undang, peraturan-peraturan, dan surat 
keputusan.
7
 
Abstrak yang membedakan penelitian Witri (2016) dengan judul jurnal 
Analisis Pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada 
Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan) dengan kedua jurnal lainnya 
adalahmenganalisis pelimpahan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) yang berpengaruh terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dimana hasil dari pemungutan BPHTB termasuk dalam PAD yang digunakan 
untuk keperluan Pemerintah Daerah, selain itu penelitian ini adalah untuk 
mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan 
dalam menghadapi pelimpahan BPHTB menjadi pajak daerah, untuk mengetahui 
pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bangkalan, dan untuk mengetahui realisasi penerimaan BPHTB dalam 
PAD setelah dilimpahkan.Sedangkan pada penelitian Fahmi Alamsyah, dengan 
judul jurnal “Peran PPAT Dalam Penerapan Self Assesment System Pada 
Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pasca Terbitnya Surat 
Edaran Kepada Badan Pertahanan Nasional (Studi di Kota Batu) abstrak yang 
membedakan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam memberikan jasa 
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pelayanan dalam penghitungan serta Pembayaran BPHTB, PPAT terkendala oleh 
peraturan yang mengatur perbuatan PPAT yang selama ini telah berlangsung lama 
di Masyarakat, terlebih lagi perlu adanya sinkronisasi peraturan baik ditingkat 
daerah maupun pusat sehingga dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak 
terkait. Dan pada penelitian Melian Agu (2015), dengan judul jurnal “Evaluasi 
Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 
Sebagai Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa 
Tenggara abstrak yang membedakan adalah bahwa dalam pemungutan BPHTB 
menggunakan system self assessment, belum sepenuhnya berjalan sesuai undang-
undang yang berlaku dan Wajib Pajak belum menggunakan NPOP (Nilai 
Perolehan Objek Pajak) yang sebenarnya sebagai dasar perhitungan BPHTB dan 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem 
pelaksanaan pemungutan BPHTB dan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menghambat sistem pemungutan BPHTB. 
 
 
F. Metodologi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah.
8
 
 
2. Lokasi  dan Waktu Penelitian 
Peneliti akan melakukan penelitian ini yang dilakukan di Kantor Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang berlokasi di JL. T. Imam Bonjol No. 
1 Kota Stabat. Waktu Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli 
2017 sampai dengan September 2017. 
 
3. Jenis Data  
Penulis melakukan pengumpulan data mengenai Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan melalui : 
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a. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung atau diperoleh dari 
pihak-pihak yang memahami, menguasai dari objek kajian, dan 
wawancara. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari referensi ilmiah dan 
dokumentasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data: 
a. Wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan, mencari data dan 
informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
berhubungan dengan objek kajian secara langsung baik lisan maupun 
tulisan kepada pihak-pihak  yang memahami objek kajian, khususnya 
pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 
b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, 
data yang lainya juga diperlukan dalam penelitian ini melalui instansi 
yang terkait. 
 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode 
deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu 
mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, 
selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan 
terhadap masalah.
9
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BAB 1I  
LANDASAN TEORI 
 
A. Perencanaan Pajak  
Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah 
suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan.Apabila kejadian 
tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan 
untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.Selanjutnya, apakah 
pembayaran pajak tersebut dapat ditunda. 
Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak 
minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau 
penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan 
pada peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Tetapi Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak 
sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak 
lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini 
dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.10  
1. Pajak Dalam Pandangan Islam 
Sementara dalam pandangan Islam secara etimologi, pajak dalam 
bahasa Arab dikenal dengan nama Adh-dharibah, yang berasal dari kata 
dasar dharaba, yadhribu, dharban, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, 
menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan lain-lain. 
Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi‟il), sedangkan bentuk kata bendanya 
(ism) adalah dharibah, yang dapat diartikan beban.Ia disebut beban, karena 
merupakan kewajiban tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam 
pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban.   
 Qardhawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan 
terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan 
ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 
merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan 
lain yang ingin dicapai oleh Negara.  
Sedangkan Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang 
diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai 
kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas 
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Ketentuan 
mengenai jizyah (pajak) termuat dalam al-Quran surat at-Taubahayat 29: 
 َنيِذَّلا اوُلِتاَق اَلَو ُهُلوُسَرَو ُهَّللا َمَّزَح اَه َنوُهِّزَحُي اَلَو ِزِخآْلا ِمْوَيْلاِب اَلَو ِهَّللاِب َنوُنِهْؤُي اَل
َنوُزِغاَص ْنُهَو ٍدَي ْنَع َةَيْزِجْلا اوُطْعُي ٰىَّتَح َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َنِه ِّقَحْلا َنيِد َنوُنيِدَي 
Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 
dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan 
apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama 
dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 
diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah 
(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaantunduk.
12
 
Mengacu pada ketentuan ayat di atas, Muhammad Rasyid 
Ridamenyatakan bahwa semula jizyah itu hanyalah imbalan yang sangat 
kecil,yang digunakan sebagai dana pemerintah islam untuk biaya 
menjaga,melindungi, dan membela ahl al-zimmah (kelompok 
minoritas/non-muslim)yang berada di bawah kekuasaan Negara Islam. 
Dana yang diambil dari ahl al-zimmah itu terutama digunakan untuk 
membiayai tentara islam yangbertugas untuk melindungi dan menjaga 
kaum zimmah dari segala bahayadan ancaman musuh-musuhnya. 
Berdasarkan keterangan Al-Quran surat at-Taubah ayat 29 bahwa 
yangmenjadi sasaran dikenakannya jizyah adalah ahl al-kitab (Yahudi dan 
Nasrani).Sedangkan menurut para Imam Mazhab, orang-orang Majusi juga 
termasuk yang dikenai jizyah karena mereka serupa dengan para ahl al-
kitab. Sedangkan menurut Imam Syafi„i, bagi penyembah berhala tidak 
boleh diambil jizyahnya. 
Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah 
daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk 
menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan 
tersebut termasuk dalam APBD.
13
 
 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat 
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No 1 Tahun 2011 tentang BPHTB 
Pasal 50 
(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 
Nilai Perolehan Objek Pajak. 
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), dalam hal: 
a. jual beli adalahharga transaksi; 
b. tukar menukar adalah nilai pasar; 
c. hibah adalah nilai pasar; 
d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 
e. waris adalah nilai pasar; 
f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 
pasar; 
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 
hak adalah nilai pasar; 
j. pemberianhak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai 
pasar; 
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 
l. peleburan usaha adalah nilai pasar 
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam risalah lelang. 
(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah 
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumidan 
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang 
dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 
(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP 
Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan 
NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. 
(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara. 
(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dapat diperolah di Kantor Pelayanan Pajak 
atau Instansi yang berwenang di Kabupaten Langkat. 
(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib 
pajak. 
(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
 
Pasal 51 
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% 
(lima persen). 
 
Pasal 52 
(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak 
Tidak KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) dan 
ayat (8). 
(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 50 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau 
lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalamPajak Bumi dan 
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besarnya pokok Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai 
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 ayat (7) dan ayat (8). 
(3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut 
di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada. 
Pasal 53 
(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan ditetapkan untuk: 
a.  jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
akta; 
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
akta; 
e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan 
peralihan haknya ke kantorbidang pertanahan; 
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah 
sejak tanggal dibuat danditandatanganinya akta; 
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal 
dibuat danditandatanganinya akta; 
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 
i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 
hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 
hak; 
j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 
diterbitkannyasurat keputusan pemberian hak; 
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta; 
l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya 
akta; 
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta; 
n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan 
o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. 
(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 54 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani 
akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib 
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 
(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat 
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 
(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran 
Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah 
Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 
Pasal 55 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau 
risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada 
Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 
(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
Pasal 56 
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan 
sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta 
lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. 
(2) Pejabat PembuatAkta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 
(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 57 
(1) Sistem dan Prosedur pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata 
cara pengurusan akta pemindahan hak, pembayaran, penelitian SSPD, 
pendaftaran akta, pelaporan, penagihan, dan pengurangan Bea 
Perolahan Hak atas Tanah Bangunan.
14
 
 
B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
1. Pengertian Pajak Daerah 
Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative 
pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, 
pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek untuk mana tidak ada 
balas jasa yang langsung dapat ditujukan penggunanya dan adanya pajak 
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. 
Menurut Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang 
terutang melalui norma-norma hukum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa 
ada kalanya kontrasespsi yang ditunjuukkan dalam hal yang individual, 
maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
15
 
   Secara konstitusional pajak diatur dalam pasal 23A UUD 
1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa 
untuk keperluan Negara  diatur dengan undang-undang”. Dari ketentuan tersebut, 
pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul serta dipenuhi oleh setiap 
rakyat yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana akan diatur dalam bentuk 
undang-undang, untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik 
dalam bentuk pelaksanaan jalannya dministrasi pemerintah yang dijalankan oleh 
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setiap apratur pemerintah maupun untuk pelaksanaan jalannya pembangunan guna 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16
 
Pengertian Pajak Daerah menurut UU Nomor 28 tahun 2009, yang 
selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.
17
 
Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya 
dilaksanakan olehpemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
18
 
 
2. Kriteria Pajak Daerah 
Menurut Davey dalam bukunya Darwin menyatakan bahwa untuk  
menilaipotensi pajak sebagai penerimaan daerah diperlukan beberapa 
kriteria yaitu kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan 
administratif dan penerimaan politis.
19
 
 
3. Pengertian BPHTB 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan     
Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau   
bangunan. Sedangkan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas   
tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.Adapun hak atas tanah dan 
atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 
di atasnya, sebagaimana   dimaksud   dalam   undang-undang di bidang 
pertanahan dan bangunan. 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau banguna, 
                                                             
16
Faisal Abar nasution, Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli  
Daerah, (Jakarta: PT. Softmedia, 2009), h.4 
17
Republik Indonesia.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. Jakarta.   
18
Waluyo.Perpajakan Indonesia, (Jakarta: SalembaEmpat,2011), h. 56 
19
Darwin, Pajak  Daerah&Retribusi  Daerah, (Jakarta: Mitra Media, 2010). h. 34. 
yang selanjutnya disebut pajak. Dengan demikian, objek pajak (BPHTB) 
adalah tanah, bangunan serta tanah dan bangunan.
20
 
 
4. Subjek BPHTB 
Siahaan menyatakan bahwa pada pengenaan Pajak BPHTB, subjek pajak   
dan Wajib Pajak merujuk pada diri orang atau badan yang sama, dimana subjek 
dan Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak 
atas tanah dan atau bangunan.
21
 
 
5. Objek BPHTB 
Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan,bukan 
tanah atau bangunannya sendiri. Objek perolehan hak atas dan atau bangunan 
meliputi: 
a. Pemindahan Hak karena: 
1) Jual beli 
2) Tukar-menukar 
3) Hibah; 
4) Hibah wasiat 
5) Waris; 
6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya 
7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
8) Penunjukan pembeli dalam lelang 
9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap 
10) Penggabungan usaha 
11) Peleburan usaha 
12) Pemekaran usaha 
13) Hadiah 
b. Pemberian hak baru karena: 
                                                             
20
Supramono dan Thesia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan  
Perhitungan , Yogyakarta, ANDI OFFSET, 2005, h.112. 
21
Marihot Pahala Siahaan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. 
(Jakarta:PT.Raja, 2010). h.587. 
1) Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada 
orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah 
yang berasal dari pelepasan hak; 
2) Di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah 
kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau 
dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
c. Yang meliputi Hak atas tanah yaitu: 
1) Hak milik 
2) Hak guna usaha (HGU) 
3) Hak guna bangunan (HGB)  
4) Hak pakai 
5) Hak milik atas satuan rumah susun 
6) Hak pengelolaan 
d. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, yaitu: 
1) Objek pajak yang diperoleh Perwakilan diplomatik, 
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.  
2) Objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan 
guna kepentingan umum.  
3) Objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan 
organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau 
perwakilan organisasi tersebut; 
4) Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan 
karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain 
dengan tidak adanya perubahan nama.  
5) Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan 
karena wakaf. 
6) Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang 
digunakan untuk kepentingan ibadah.
22
 
 
6. Dasar Pengenaan BPHTB 
Sesuai dengan pasal 5 UU BPHTB, tarif Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan merupakan tarif tunggal sebesar 5%.Penentuan tarif 
tunggal ini di maksudkan untuk keserhanaan kemudahan penghitungan. 
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), 
yaitu : 
a. Jual Beli adalah harga transaksi 
b. Tukar Menukar adalah nilai pasar 
c. Hibah adalah nilai pasar 
d. Hibah Wasiat adalah nilai pasar 
e. Waris adalah nilai pasar 
f. Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah 
nilai pasar 
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar 
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum adalah nilai pasar 
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 
hak adalah nilai pasar 
j. Pemberian hak baru atas tanah dalam pelepasan hak adalah nilai 
pasar 
k. Penggabungan Usaha adalah nilai pasar 
l. Peleburan Usaha adalah nilai pasar 
m. Pemekaran Usaha adalah nilai pasar 
n. Hadiah adalah nilai pasar 
o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam Risalah Lelang 
Dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahn terjadinya perolehan, dasar 
pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.Yang dimaksud 
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dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan.Dalam hal NJOP PBB pada tahun 
terjadinya perolehan belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan 
oleh Mentri Keuangan.
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7. Tata Cara Perhitungan BPHTB 
Untuk menentukan besarnya BPHTB adalah 
 
BPHTB = Nilai Pajak Objek Pajak Kena Pajak x Tarif pajak 
              = (NPOP – NPOPTKP) x 5 % 
  
Contoh menghitung BPHTB dalam transaski jual beli tanah : 
Wahyu membeli tanah milik Arya dengan nilai jual beli sebesar Rp 
200.000.000. Maka pajak penjual dan pajak pembeli adalah sebagai berikut: 
Pajak Pembeli (BPHTB) NPOP : Rp 200.000.000,00 NPOPTKP : Rp 
80.000.000,00 (-) NPOP Kena Pajak : Rp 120.000.000,00 BPHTB: : 5% x Rp 
120.000.000 = Rp 6.000.000 
Pajak Penjual (PPh) NPOP : Rp 200.000.000 NPOP Kena Pajak : Rp 
200.000.000 PPh: 5% x Rp 200.000.000,00 = Rp 10.000.000 
Luas tanah = 10 m x 20 m = 200 m2, total harga tanah Rp 1.000.000,00 x 
200m2 = Rp 200.000.000,00. 
Luas rumah = 10 m x 10 m = 100 m2, total harga bangunan Rp 
3.000.000,00 x 100 m2 = Rp 300.000.000,00. 
Jadi jumlah harga jual tanah berikut rumah NJOP adalah Rp 
500.000.000,00 
NPOTKP menurut pemerintah daerah jakarta misalnya Rp 60.000.000,00 
NPOP = Rp 440.000.000,00. 
Jadi total BPHTB yang terutang yaitu 5% x Rp 440.000.000,00 = Rp 
22.000.000,00. 
 
 Nilai perolehan objek pajak ditentukan berdasarkan cara dimilikinya hak 
atas tanah dan bangunan. Jika hak atas tanah dan bangunan diperoleh dari: 
a. Jual beli maka nilai perolehannya adalah harga transaksi 
b. Tukar-menukar maka nilai perolehannya adalah nilai pasar objek pajak 
c. Hibah, maka nilai perolehannya adalah nilai pasar objek pajak 
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d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, nilai 
perolehannya  adalah nilai pasar objek pajak. 
e. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan maka nilai 
perolehannya adalah nilai pasar objek pajak  
f. Penunjukan pembeli dalam lelang, maka nilai perolehannya adalah 
harga transaksi yang tercantum dalam risalah Lelang 
g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar 
h. Pemberian karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, maka nilai perolehannya adalah nilai pasar 
objuk pajak  
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, 
maka nilai perolehannya adalah nilai pasar objek pajak. 
Nilai perolehan objek pajak di atas harus disesuaikan dengan nilai jual 
objek pajak. Jika nilai jual bjek pajak ternyata lebih besar dari nilai transaksi maka 
yang digunakan tetap nilai jual objek pajak. Tetapi jika nilai jual objek pajak lebih 
rendah daripada nilai perolehan objek pajak maka yang digunakan adalah nilai 
perolehan objek pajak.NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00. Perlu 
menjadi catatan bahwa NPOPTKP sering mengalami penyesuaian. Tarif pajak 
ditetapkan sebesar 5 %.
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8. Sistem Pemungutan BPHTB 
UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan menganut beberapa prinsip perpajakan yaitu pemungutan pajak 
BPHTB menggunakan sistem self assessment. Sistem selfassessment 
mengandung arti bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terutang 
sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan 
besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak. 
 Dari pengertian self assessment dapat diambil kesimpulan bahwa 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB ini menuntut Wajib Pajak 
mengerti serta menguasai tentang ketentuan-ketentuan perpajakan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
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berlaku, sehingga dengan adanya sistem self assessment ini tidak menutup 
kemungkinan Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran 
pajak tersebut. 
Dalam prakteknya kesulitan yang dihadapi oleh Wajib Pajak 
tersebut menuntut juga kesiapan dari pejabat pajak untuk bersedia 
membantu Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam pembayaran pajak, 
misalnya kesulitan mengisi formulir pembayaran pajak. Formulir 
perpajakan yang tidak begitu mudah untuk dipahami, akan menyulitkan 
mereka (Wajib Pajak) dalam pembayaran pajak, karena sistem perpajakan 
yang baru menerapkan atas sistem selfassessment menuntut Wajib Pajak 
untuk aktif mengisi formulirtersebut. Oleh karena itu petugas pajak 
diharapkan dapat mengurangitingkat kesulitan Wajib Pajak dengan cara 
membantu sebaik-baiknya terhadap Wajib Pajak. Dengan demikian rasa 
tanggung jawab Wajib Pajak tetap terjaga dalam memenuhi kewajibannya 
setiap akan membayar pajak.  
Sebagai pajak yang relatif baru, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) dalam pelaksanaannya sederhana, mudah, sebab tidak 
menggunakan Surat Ketetapan Pajak. Wajib Pajak langsung membayar 
besarnya pajak yang terutang tanpa pemberitahuan dari KPPBB. 
Pajak terutang terjadi karena adanya perolehan hak atas tanahdan 
bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena 
pemindahan hak yang disebabkan adanya jual beli harus dilunasi sebelum 
akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh 
PPAT/Notaris, Risalah Lelang untuk pembeli sebelum ditandatangani oleh 
Kepala kantor Lelang/Pejabat Lelang, apabila dilakukan pendaftaran hak, 
maka sebelum sertifikat hak atas tanah ditandatangani oleh Kepala Kantor 
Pertanahan Kota. Kantor Pertanahan Kota mempunyai wewenang dalam 
hal pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan putusan 
hakim danhibah wasiat. 
Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah tersebut karenaadanya 
pemindahan hak dan pemberian hak baru.Pemindahan hak yang sering 
terjadi dalam masyarakat karena adanya jual beli dengan objek tanah dan 
atau bangnan, dalam jual beli yang perlu diperhatikan adalah objek pajak 
tersebut tidak sedang dalamsengketa. Jual beli tanah dan atau bangunan 
didasarkan pada nilai transaksi, yaitu harga yang terjadi dan telah 
disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan: Selain didasarkan oleh 
nilai transaksi, khusus diluar jual beli didasarkan pada nilai pasar, yaitu 
harga ratarata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi disekitar 
letak tanah dan atau bangunan. Orang pribadi atau badan hukum 
melakukan transaksi jual belidi hadapan PPAT/Notaris, setelah ada kata 
sepakat dari para pihak dan melalui perhitungan sesuai harga transaksi, 
ternyata diperolehbahwa Nilai Perolean Objek Pajak (NPOP) lebih besar 
atau tidaksama dengan NPOPTKP ataupun hasilnya tidak nihil 
setelahdikurangi dengan Nilai Perolelan Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak(NPOPTKP) sebesar Rp 20.000.000;00 (dua puluh juta rupiah), 
makaorang pribadi atau badan hukum tersebut dikenakan pajak 
BPHTBsesuai yang terutang. 
Wajib Pajak BPHTB harus sudah membayar pajak yang terutang 
seboelum akta jual beli tersebut diterbitkan atau ditandatangani oleh 
PPAT/Notaris.Akta disini sebagai bukti telah terjadi jual beli tanah dan 
atau bangunan. Jika akta tersebut ditandatangani sebelum dilunasinya 
pajak BPHTB yang terutang, maka PPAT/Notaris tersebut akan terkena 
sanksi sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil.Disini yang perlu diperhatikan adalah pada saat terjadinya kata 
sepakat diantara para pihak dalam jual bell, kemungkinan dikhawatirkan 
terjadi kecurangan dalam perhitungan Nilai Perolehan Objek Pajak. 
Berdasarkan penelitian dari penulis mengenai kecurangan tersebut, 
ternyata kecil sekali terjadi kecurangan penghitungan NPOP objek pajak 
BPHTB, bahkan tidak mungkin terjadi, sebab dasar pengenaan BPHTB 
adalah luas tanah dan atau bangunan yang dihitung permeternya, selain itu 
nantinya Nilai Perolehan Objek Pajak tersebut akan dihitung atau 
dicocokkan sesuai harga transaksi letak tanah  an atau bangunan. Jika Nilai 
Perolehan Objek Pajak tidak diketahui, maka Menteri Keuangan dapat 
menetapkan nilai transaksi objek pajak tersebut.
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9. Nilai Islam Dalam Pemungutan Pajak 
 ُمُكَْحت َْنأ ِساَّىلا َهَْيب ُْمتْمَكَح اَذِإَو َاهِلَْهأ َٰىِلإ ِتَاواََمْلْا او ُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َّنِإ َ َّاللَّ َّنِإ ۚ ِلْدَعْلِاب اى
 ًريَِصب اًعيِمَس َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ۗ ِِهب ْمُُكظَِعي ا َّمِعِوا  
Artinya: 
”Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada 
yang berhak menerimanya, dan memerintah kamu apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah 
Maha mendengar lagi Maha Melihat.”. (QS. An-Nisaa :58)26 
Adil berkaitan dengan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) dimana dalam pemungutannya apabila ada Wajib Pajak 
yang mendapatkan hadiah, warisan, atau lainnya sedang dia tidak mampu untuk 
                                                             
25
 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 81 
26
Depag, Al-qur‟an dan terjemah, (Jakarta: Pustaka Alfatih, 2002) 
membayar pajak yang telah ditetapkan, maka pemerintah atau pihak penagih dapat 
mengurangi utang pajaknya sesuai kemampuan Wajib Pajak. Dalam hal ini 
pemerintah bersifat adil yang artinya memberikan keringanan kepada Wajib Pajak 
yang kurang mampu sedangkan bagi Wajib Pajak yang mampu dalam membayar 
maka tetap membayar sesuai jumlah yang ditetapkan, karena adil bukan hanya 
berarti sama atau seimbang tetapi juga membagikan hak sesuai dengan kebutuhan 
atau kemampuan. 
 
10. Konsep Perencanaan BPHTB Kabupaten Langkat 
Konsep merupakan kegiatan merumuskan dalam pemikiran atau 
menggolongkan.
27
 Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat untuk 
merencanakan target pajak ini dapat di dari beberapa hal seperti 
perekonomian Kabupaten Langka sendiri, Perencanaan target Pajak Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena faktor yang 
dilihat sebelum menentukan nilai target yang akan dicapai,
28
 
   
Faktor-Faktor dalam menetukan target atau realisasi dalam menghimpun 
pajak BPHTB dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut : 
1. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 
masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah 
pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam 
jangka panjang.Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai 
akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh 
pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.Pertambahan potensi 
memproduksi sering kali lebih besar dari pertambahan produksi yang 
sebenarnya.Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari 
potensinya.
29
  
Dalam merencakan target Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) yang ingin direalisasikan, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Langkat melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat, Pemerintah Daerah dapat 
menentukan berapa target yang ingin dicapai meskipun tidak ada patokan 
angka. Dalam menentukan target perencanaan, pemerintah hanya mengira 
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angka target yang akan dicapai yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten 
Langkat sebelumnya. Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat baik 
atau bahkan meningkat dari tahun ke tahun makadiasumsikan bahwa penduduk 
atau wajib pajak mempunyai kemampuan dalam membayar pajak Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan sebaliknya apabila kondisi 
pertumbuhan ekonomi kabupaten Langkat mengalami penurunan atau tidak baik 
maka diasumsikan bahwa wajib pajak kurang mampu dalam membayar kewajiban 
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pertumbuhan 
ekonomi merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh Pemerintah Daerah dalam 
menentukan target perencanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). 
 
2. Inflasi 
Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum 
dan terus menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu 
jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang 
dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi 
harga barang lain di pasar. Terus menerus berarti bahwa kenaikan harga 
terjadi tidak sesaat saja, misalnya kenaikan harga barang menjelang hari raya. 
Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan kerena 
harga akan kembali normal.30  
Selain dilihat dari pertumbuhan ekonomi, dalam menentukan target 
perencanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
Pemerintah Daerah juga melihat inflasi yang terjadi, dalam hal ini adalah 
kenaikan harga tanah dan bangunan. Kenaikan pada tanah dan bangunan dapat 
memicu angka target yang ingin dicapai, contohnya apabila disebuah lokasi di 
daerah Kabupaten Langkat dibangun sebuah Mall, maka tanah disekitar Mall 
akan mengalami kenaikan harga dan dari kenaikan tersebut dapat diasumsikan 
akan ada perolehan pajak dari tanah yang mengalami kenaikan harga. 
 
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Produk Domestik Regional Bruto adalah data yang merangkum perolehan 
nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi suatu wilayah pada suatu 
periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 
perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat 
menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat 
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digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan 
pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan 
tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat 
maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari 
distribusi masing-masing sector ekonomi terhadap total nilai PDRB.
31
 
 
Pendapatan 
Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI 
No.32 Tahun 2004 yaitu :
32
 
1.      Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 
a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang 
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 
badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan 
pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum 
yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya 
bisa dapat dipaksakan. 
b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 
milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai 
sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan 
langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan 
materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan 
pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal 
tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan 
anggota masyarakat. 
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan 
pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang 
berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja 
daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang 
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dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat 
perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat 
menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan 
kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan 
yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, 
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai 
sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan 
yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut 
bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu 
kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 
e. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 
penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 
pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas 
tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, 
dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 
f. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari 
sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. 
 
 
 
 
 
  
BAB III  
DEMOGRAFI KABUPATEN LANGKAT 
 
 
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Langkat  
Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus 
keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang 
disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry 
Agesten.Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di 
bidangorang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada di 
tangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut 
dijabat oleh: 
1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892 
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927 
3. Sultan Mahmud 1927-1945/46 
Dibawahpemerintahan Kesultanan dan Asisten Residen struktur 
pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) 
dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang 
berada didesa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan 
Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala 
Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk 
asli yang pernah menjadi raja didaerahnya.Pemerintahan Kesultanan di Langkat 
dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak:  
1. Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dipimpin oleh 
T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik 
yaitu : 
a. Kejuruan Selesai 
b. Kejuruan Bahorok 
c. Kejuruan Sei Bingai 
d. Distrik Kwala 
e. Distrik Salapian 
2. Luhak Langkat Hilir, yang berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin 
oleh Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini 
mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu : 
a. Kejuruan Stabat 
b. Kejuruan Bingei 
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c. Distrik Secanggang 
d. Distrik Padang Tualang 
e. Distrik Cempa 
f. Distrik Pantai Cermin 
3. Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin 
oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari 
satu  kejuruan dan dua distrik. 
a. Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji. 
b. Distrik Pulau Kampai 
c. Distrik Sei Lepan 
Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke 
Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, 
hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh 
Syucokan.Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan 
Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 
tanggal 17-08-1945.Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia,Sumatera 
dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten 
Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala 
pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh 
Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati. Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi 
militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan 
Negara SumateraTimur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala 
Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku 
Ubaidulah.Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten 
Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri 
dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.Mengingat luas Kabupaten 
Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu : 
a. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 
b. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 
 Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.Pada tahun 
1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi 
pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Asisten Wedan(Camat) sebagai 
perangkat akhir. 
Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang 
oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada 
waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan 
Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: 
1. T. Ismail Aswhin 1967 –1974 
2. HM. Iscad Idris 1974 –1979 
3. R. Mulyadi 1979 –1984 
4. H. Marzuki Erman 1984 –1989 
5. H. Zulfirman Siregar 1989 –1994 
6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 –1998 
7. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999 
8. H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009 9.Ngogesa Sitepu : 2009 s/d 
sekarang  
Untuk melaksanakan pembangunan yang merata, Kabupaten Langkat 
dibagi atas 3 wilayah pembangunan. 
1. Wilayah Pembangunan I (Langkat Hulu) meliputi 
a. Kecamatan Bahorok dengan 19 desa 
b. Kecamatan Salapian dengan 22 desa 
c. Kecamatan Kuala dengan 16 desa 
d. Kecamatan Selesai dengan 13 desa 
e. Kecamatan Binjai dengan 7 desa 
f. Kecamatan Sei Bingai 15 desa 
2. Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliputi 
a. Kecamatan Stabat dengan 18 desa dan 1 kelurahan 
b. Kecamatan Secanggang dengan 14 Desa 
c. Kecamatan Hinai dengan 12 desa 
d. Kecamatan Padang Tualang dengan 18 desa 
e. Kecamatan Tanjung Pura dengan 15 desa dan 1 kelurahan 
3. Wilayah pembangunan III (Teluk Haru) meliputi 
a. Kecamatan Gebang dengan 9 desa 
b. Kecamatan Brandan Barat dengan 6 desa 
c. Kecamatan Sei Lepan dengan 5 desa dan 5 kelurahan 
d. Kecamatan Babalan dengan 5 desa dan 3 kelurahan 
e. Kecamatan Pangkalan Susu dengan 14 desa 2 kelurahan 
f. Kecamatan Besitang dengan 8 desa dan 3 kelurahan 
 Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu 
Bupati. Disamping itu dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Langkat 
dibantu atas dinas-dinas otonom,Instansi pusat baik Departemen maupun non 
Departemen yang kesemuannya merupakan pembantu-pembantu Bupati. Dalam 
melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 
 
1. Kondisi Wilayah dan Geografis Kabupaten Langkat 
a. Geografi. Daerah Kabupaten Langkat terletak pada3o14‟00‟‟ dan 
4o13‟00‟‟lintang utara, serta 97o52‟00‟‟dan 98o45‟ 00‟‟ Bujur Timur dan 
4-105 m dari permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prov. D.I.Aceh 
2) Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II Karo. 
3) Sebelah Timur berbatas dengan Dati II Deli Serdang 
4) Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah) 
b. Topografi. Daerah Tingkat II Langkat dibedkan atas 3 bagian 
1) Pesisir Pantai dengan ketinggian 0 –4 m diatas permukaan laut 
2) Dataran rendah dengan ketinggian 0 –30 m diatas permukaan laut 
3) Dataran Tinggi dengan ketinggian 30 –1200 m diatas permukaan 
laut 
c. Jenis–jenis Tanah 
1) Sepanjang pantai terdiri dari jenis tanah ALLUVIAL, yang sesuai 
untuk jenis tanaman pertanian pangan. 
2) Dataran rendah dengan jenis tanah GLEI HUMUS rendah, 
Hydromofil kelabu dan plarosal. 
3) Dataran tinggi jenis tanah podsolid berwarna merah kuning. 
d. Aliran Sungai. Daerah Kab. Langkat dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil,  
melalui kecamatan dan desa-desa, diantara sungai-sungai tersebut adalah : 
Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lepan, Sungai Besitang 
dan lain-lain. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk 
pengairan, perhubungan dan lain-lain. 
e. Wisata. Di daerah Kab. Langkat terdapat taman wisata Bukit Lawang 
sebagai obyek wisata, Taman Bukit Lawang ini terletak dikaki Taman 
Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan udara sejuk oleh hujan tropis, 
dibukit Lawang ini terdapat lokasi rehabilitasi orang hutan (mawas) yang 
dikelola oleh WNF Taman Nasional gunung Leuser merupakan asset 
Nasional terdapat berbagai satwa yang dilindungi seperti: Badak Sumatera, 
Rusa, Kijang, Burung Kuau, siamang juga terdapat tidak kurang dari 320 
jenis burung, 176 binatang menyusui, 194 binatang melata, 52 jenis 
ampibi serta 3500 jenis spesies tumbuh-tumbuhan serta yang paling 
menarik adalah bunga raflesia yang terbesar di dunia. 
f. Industri dan Pertambangan. Daerah Kab. Langkat adalah satu-satunya di 
Sumatera Utara yang mempunyai tambang minyak yang dikelola oleh 
Pertamina dan berada di kota Pangkalan Berandan yang menghasilkan: 
1) Kapasitas CDU (MBCD)-Actual 0,51 (510 Barrel/hari)-Discharged 
0,50 (500 Barrel/hari) 
2) Kapasitas CDU-II (MBCD)-Actual 4,69 (4690 Barrel/hari)-
Discharged 4,50 (4500 Barrel/hari) 
3) Aspal diPangkalan Susu -Actual 400 Mm3/hari (400.000m3/hari) -
Discharged 850 Mm3/hari (850.000 m3/hari) 
 
2. Pemerintahan Kabupaten Langkat 
Administrasi pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2012 terdiri 
dari 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan Kabupaten Langkat dipimpin oleh 
seorang bupati.Pada april 2009 diadakan kembali pemilu untuk memilih wakil 
rakyat di DPR pusat, DPRD prrovinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jumlah partai 
yang ada bertambah dari 24 partai pada pemilu tahun 2004 menjadi 44 partai pada 
pemilu 2009, yang terdiri dari 6 partai lokal dan 38 partai nasional. Pemilu 2009 
menunjukkan bahwa perolehan suara partai golongan karya (GOLKAR) yang 
mendominasi hasil pemilu dari tahun 2004 tergeser oleh partai Demokrat. Dari 38 
partai peserta pemiluu2010 ada 5 partai yang menonjol dalam perolehan suara, 
yaitu Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), dan 
Partai Pembangunan (PPP).Jumlah suara sah yang diperoleh untuk organisasi 
peserta pemilu di Kabupaten Langkat sebanyak 430.162 suara untuk 5 partai 
terbesar sebanyak 248.551 suara dengan rincian 103.638 suara untuk partai 
Demokrat atau 24,09% 50,403 untuk suara partai PDI-P atau 11,72%, 43,44 suara 
untuk partai Golkar atau 10,10%, 26.656 untuk PBB atau 6,20% dan 24.410 untuk 
PPP atau 5,67% dari perolehan suara.Dari hasil pemilu 2009 ada 50 orang wakil 
rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dengan rincian12 
orang dari partai Demokrat, 6 orang dari partai PDI-P, 6 orang dari partai Golkar, 
4 orang dari partai PBB, 4 orang dari partai PAN, 4 orang dari Hanura, 3 orang 
dari PKPB, 3 orang dari partai PKS, 3 orang dari PPP, 2 orang dari GERINDRA, 
dan masing-masing 1 orang dari PDK, PKB, PDP.  
 
3. Penduduk Kabupaten Langkat 
Berdasarkan angka hasil sensus penduduk tahun 2010 penduduk 
Kabupaten Langkat berjumlah 967.535 jiwa dengan kepadatan penduduk 
sebesar 154,48 jiwa per Km
2
. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk 
Kabupaten Langkat pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2000 adalah 
sebesar 0,88% per tahun.Untuk tahun 2012 berdasarkan hasil proyeksi 
penduduk Kabupaten Langkat 976.885 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak 
terdapat di kecamatan stabat yaitu sebanyak 83.114 jiwa per Km2, sedangkan 
penduduk paling sedikit berada di kecamatan pematang jaya sebesar 13.106 
jiwa. Kecamatan binjai merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya 
dengan kepadatan 1.020,00 jiwa per Km
2
, dan kecamatan bahaork merupakan 
kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 36,50 jiwa per 
Km
2
. Jumlah penduduk per jenis kelamin lebih banyak laki-laki dibandingkan 
dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk laki-laki 
sebesar 492.424 jiwa. Sedangkan perempuan sebanyak 484.461 jiwa dengan 
rasio jenis kelamin 101,64 persen.
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B. BAPENDA Kabupaten Langkat 
1. Sejarah Singkat BAPENDA 
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 
061/729/SJ tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, 
dipandang perlu melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah 
berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan 
maksud tersebut, maka dipandang perlu pengintegrasian antara Dinas 
Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat dengan Dinas Pasar 
Tingkat II Kabupaten Langkat menjadi Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Langkat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah maka ditetapkan dengan peraturan Daerah yakni 
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan 
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Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Berdasarkan 
Perda tersebut maka terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Langkat. 
Sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemritah Nomor 41 tahun 2007 tentang 
perangkat daerah atas Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan 
Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi dan 
tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 
Sekarang Badan Pendapatan Daerah Kabupataen Langkat dibentuk 
berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan peraturan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Langkat dan Peraturan Bupati Nomor 66 
tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 
2. Struktur Organisasi dan Fungsi  
Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah 
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah.  
Dinas Pendapatan Daerah Langkat dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang membawahi 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 9 Kepala Seksi 
dan 2 Kepala Sub Bagian:  
a. Sekretariat yang membawahi 2 Sub Bagian yaitu :  
1) Sub Bagian Umum  
2) Sub Bagian Keuangan  
b. Bidang Pendataan dan Penetapan yang membawahi 3 Seksi yaitu :  
1) Seksi Pendataan  
2) Seksi Perhitungan 
3) Seksi Penetapan  
c. Bidang Penagihan yang membawahi 3 Seksi yaitu :  
1) Seksi Penagihan Pajak  
2) Seksi Penagihan Retribusi  
3) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan  
d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan yang 
membawahi 3 Seksi yaitu:  
1) Seksi Perencanaan  
2) Seksi Pengendalian Operasional  
3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan  
3. Tugas Pokok Dan Fungsi 
Sebagaimana kita ketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang 
Pendapatan Daerah serta tugas – tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. 
Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah juga mempunyai fungsi yang harus 
dilaksanakan guna membantu tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan 
Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 yaitu : 
a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian 
bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang 
pendapatan daerah dan tugas – tugas lain yang diserahkan oleh 
Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. 
b. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional 
dibidang pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan 
pelaporan penerimaan atas Pajak, Retribusi Daerah dan 
Pendapatan Daerah lainnya.  
c. Membantu melakukan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Jajaran Direktur 
Jenderal Pajak dalam hal menyampaikan dan menerima 
kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).  
d. Membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Surat 
Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang  
e.  Melaksanakan penyuluhan mengenai Pajak, Retrubusi Daerah 
dan Pendapatan Daerah lainnya. 
f. Mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.  
g. Menerima, menghimpun, menyetorkan seluruh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) ke Kas Daerah.  
h. Melaporkan seluruh Pendapatan Daerah setiap bulannya 
kepada Bupati. 
i. Melakukan tugas kesekretariatan dan penatausahaan keuangan 
Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan 
Daerah. 
j. Menyiapkan Rencana Strategis (Renstra), menyusun Rencana 
Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja (Lakip) Dinas Pendapatan 
Daerah. 
1) Kepala Dinas, Tugas Pokok Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan 
kegiatan, dibidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang 
ditetapkan oleh Bupati.  
2) Sekretariat , Tugas Pokok Sekretariat mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan administrasi, menghimpun laporan dari 
bidang-bidang, melaksanakan kegiatan urusan umum, 
penatausahaan keuangan, pengelolahan benda berharga, urusan 
kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah. 
Fungsi: 
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretariat juga 
mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan tugas umum, perlengkapan dan perawatan.  
b) Melakukan tugas kepegawaian.  
c) Melakukan pembinaan organisasi.  
d) Mengumpulkan bahan – bahan dalam penyusunan laporan 
kinerja Dinas Pendapatan Daerah.  
e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 
tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang 
umum dan kepegawaian.  
f) Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan 
Daerah.  
3) Kepala Sub Bagian Umum, Tugas Pokok Sub Bagian Umum 
mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, 
rumah tangga, gaji pegawai, perjalanan dinas, pengadaan, 
pembinaan dan penataan organisasi, menghimpun perencanaan 
melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja, membuat laporan, 
pemeliharaan perlengkapan dan pengolahan benda berharga. 
Fungsi: 
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Sub Bagian 
Umum juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perawatan.  
b) Melaksanakan urusan kepegawaian.  
c) Melaksanakan urusan pengolahan benda berharga.  
d) Melaksanakan pembinaan organisasi.  
e) Melaksanakan tata laksana organisasi 
f) Menyiapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 
(Renja) dan Laporan Kinerja (Lakip) Dinas Pendapatan 
Daerah.  
4) Kepala Sub Bagian Keuangan, Tugas Pokok Sub Bagian 
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan 
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Fungsi:  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Sub 
Bagian Keuangan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran – 
Langsung (SPP – LS) pengadaaan barang dan jasa. 
b) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).  
c) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.  
d) Melakukan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD).  
e) Menyiapkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD).  
5) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Tugas Pokok Bidang 
Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak dan distribusi, 
perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi. Fungsi: 
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Bidang 
Pendataan dan Penetapan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan 
Wajib Retribusi dalam upaya peningkatan pendapatan 
daerah. 
b) Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan 
retribusi daerah dan mendistribusikan serta 
menatausahakannya.  
c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 
tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang 
pendataan dan penetapan.  
d) Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja 
(Lakip) Dinas Pendapatan Daerah.  
6) Kepala Seksi Pendataan, Tugas Pokok Seksi Pendataan 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan 
pendataan wajib pajak dan retribusi daerah serta pendataan objek 
pajak dan retribusi daerah.  
a) Melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib 
retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta 
menghimpun dan mengelola data objek dan subjek pajak 
dan retribusi daerah melalu formulir Surat Pemberitahuan 
(SPT) serta pemeriksaan lokasi atau lapangan.  
b) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 
dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).  
c) Menyusun dan memelihara daftar induk wajib pajak dan 
wajib retribusi daerah. 
7) Kepala Seksi Perhitungan, Tugas Pokok Seksi Perhitungan 
mempunyai tugas melaksanakan perhitungan jumlah pajak dan 
retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya 
angsuran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah. 
Fungsi:  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Perhitungan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan perhitungan besarnya pajak dan retribusi 
daerah.  
b) Melakukan perhitungan jumlah angsuran yang disetujui 
atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.  
c) Melakukan perhitungan pengurangan ketetapan pajak dan 
retribusi daerah atas permohonan wajib pajak dan retribusi 
daerah.  
8) Kepala Seksi Penetapan,Tugas Pokok Seksi Penetapan 
mempunyai tugas melaksanakan penerbitan ketetapan pajak dan 
retribusi daerah serta mendistribusikannya kepada Wajib Pajak dan 
Wajib Rertribusi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengolahan 
Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Penetapan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.  
b) Mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi 
Daerah.  
c) Menyiapkan dan memelihara daftar himpunan ketetapan 
pajak dan retribusi daerah.  
d) Menyiapkan laporan perkembangan penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) setiap bulannya.  
9) Kepala Bidang Penagihan, Tugas Pokok  
Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan 
pajak dan retribusi daerah serta melakukan koordinasi dan konsultasi 
tentang pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan serta 
lain – lain pendapatan daerah yang sah. Fungsi:  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Bidang 
Penagihan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
b) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding 
sesuai dengan batas kewenangan.  
c) Mengumpulkan dan mengelola sumber – sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) lainnya, diluar pajak dan retribusi daerah.  
d) Membantu menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Daftar Himpunan 
Ketetapan Pajak (DHKP) PBB yang diterbitkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.  
e) Membantu melaksanakan pendataan serta vertifikasi objek dan 
subjek PBB.  
f) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah 
propinsi tentang bagi hasil pajak dari proponsi.  
g) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat 
tentang dana perimbangan. 
h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 
tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang 
penagihan.  
i) Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja (Lakip) 
Dinas Pendapatan Daerah.  
10) Kepala Seksi Penagihan Pajak, Tugas Pokok Seksi Penagihan 
Pajak mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah 
yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan dan 
permohonan pengurangan. Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Penagihan Pajak juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
b) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding 
sesuai dengan batas kewenangannya.  
c) Melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua 
jenis pungutan yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD).  
11) Kepala Seksi Pengihan Retribusi, Tugas Pokok Seksi Penagihan 
Retribusi mempunyai tugas melaksakan penagihan retribusi daerah 
yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan dan 
permohonan pengurangan.  
Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Penagihan Retribusi juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan kegiatan penagihan retribusi daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.  
b) Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding 
sesuai dengan batas kewenangannya.  
c) Melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua 
jenis pungutan yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD).  
12) Kepala Seksi Penerima Dana Perimbangan, Tugas Pokok Seksi 
Penerimaan Dana Perimbangan menpunyai tugas melaksanakan 
pengolahan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan. 
Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Penerimaan Dana Perimbangan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta 
menatausahakan penerimaan yang bersumber dari Dana 
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) serta lain – lain pendapatan daerah yang 
sah. 
b) Membantu menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak 
(DHKP) PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak kepada Wajib Pajak.  
c) Menatausahakan jumlah ketetapan PBB berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT) dan Daftar 
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB. 
d) Membantu melaksanakan pendataan serta vertifikasi objek 
dan subjek PBB.  
e) Membantu melaksanakan penagihan aktif PBB.  
13) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan, 
Tugas Pokok Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan 
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, 
pembinaan, teknis pemungutan, dan penggalian peningkatan 
pendapatan daerah serta pelaporan mengenai realisasi Penerimaan 
Asli Daerah (PAD) serta penerimaan daerah lainnya. Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Bidang 
Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan juga mempunyai fungsi 
yaitu : 
a) Melakukan perencanaan, pembinaan teknis pemungutan, 
pemantauan, evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan 
pendapatan daerah lainnya yang sah. 
b) Melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada setiap 
unit kerja daerah yang melaksanakan pemunguntan pajak 
daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta 
pendapatan daerah lainnya yang sah.  
c) Meyiapkan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang sah.  
d) Melakukan koordinasi dengan instansi vertical dan dinas 
lainnya tentang penerimaan asli daerah.  
e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas 
tentang lagkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang 
perencanaan, pengendalian dan pelaporan.  
f) Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja 
(Lakip) Dinas Pendapatan Daerah.  
14) Kepala Seksi Perencanaan, Tugas Pokok Seksi Perencanaan 
mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah, rencana 
intensifikasi pungutan pendapatan daerah dan merumuskan naskah 
rencana pengaturan daerah dan keputusan kepala daerah tentang 
pajak dan retribusi daerah dan pendapatan dareah lainnya yang sah. 
Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Perencanaan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan perencanaan terhadap penerimaan pajak dan 
retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya.  
b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas 
lainnya tentang Penerimaan Asli Daerah (PAD).  
c) Menyusun target penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Pendapatan daerah lainnya yang sah.  
15) Kepala Seksi Pengendalian Organisasi, Tugas Pokok Seksi 
Pengendalian Organisasi mempunyai tugas memantau, evaluasi 
pelaksanaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah 
pendapatan daerah lainnya yang sah. Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Pengendalian Organisasi juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melakukan pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, 
evaluasi terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah serta 
pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah.  
b) Melaksanakan pembinaan teknis operasional pungutan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah 
lainnya yang sah.  
c) Melaksanakan bimbingan dan petunjuk kepada setiap unit 
kerja yang mengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang sah. 
16) Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Tugas Pokok Seksi 
Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 
pembukuan, pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari 
pungutan dan pembayaran dan penyetoran pendapatan daerah serta 
menyiapkan laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan 
pendapatan daerah. Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Seksi 
Pembukuan dan Pelaporan juga mempunyai fungsi yaitu : 
a) Melaksanakan pencatatan mengenai penetapan dan 
penerimaan pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis 
pajak dan retribusi dan kartu Wajib Pajak dan Wajib 
Retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya. 
b) Menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan 
daerah. 
c) Membuat daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah 
berdasarkan ketetapan yang diterbitkan.  
17) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) Pendapatan merupakan unsur pelaksana teknis 
operasional Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan. Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD Pendapatan yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Serta 
operasional di koordinasi oleh Camat. Tugas Pokok Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian urusan dalam bidang pendapatan daerah di 
kecamatan serta tugas – tugas lain yang diserahkan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah. Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan juga mempunyai 
fungsi yaitu : 
a) Membantu melaksanakan pendaftaran, pendataan pajak dan 
retribusi daerah yang berkoordinasi dengan bidang 
pendataan dan penetapan.  
b) Membantu menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
(SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada 
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan bertanggung jawab 
atas penyampaian tersebut.  
c) Membantu menyampaikan SPPT PBB ke wajib pajak serta 
menatausahakan kedalam buku pengawasan pembayaran 
Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan DHKP.
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C. Perkembangan BPHTB Kabupaten Langkat 
Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah maju yang 
dilakukan oleh Indonesia dalam penataan sistem perpajakan nasional.Berbagai 
pihak dan para pakar perpajakan menilai kebijakan tersebut sudah tepat dilakukan, 
namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kebijakan tersebut 
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diimplementasikan sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemungutan 
BPHTB dengan baik.Beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup BPHTB 
adalah pertama obyek pajak BPHTB.Kedua, jenis hak atas tanah yang dikenakan 
BPHTB.Ketiga, obyek pajak yang tidak dikenakan BPHTB.
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten 
Langkat mengalami naik turun dalam penerimaannya dan tidak mencapai 100% 
setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang masih menghambat dalam penerimaan 
BPHTB sehingga dari tahun 2014 sampai 2016 belum mencapai target dibanding 
dengan beberapa pajak lainnya yang mencapai target lebih dari 100% misalnya 
seperti PBB-P2, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan 
lain-lain. Persentase dari target dan realisasi diperoleh dengan rumus : 
           
         
      
       
Tabel 1 Target dan Realisasi BPHTB Kabupaten Langkat 
Tahun Target 
Realisasi 
% 
S/D Bulan 
Lalu (Januari-
November) 
Bulan Ini 
(Desember) 
S/D Bulan Ini 
(31 
Desember) 
2011 3.500.000.000 3.498.700.418 263.343.042 3.762.043.460 107.49 
2012 8.500.000.000 7.863.113.372 971.845.972 8.834.958.844 103.94 
2013 6.500.000.000 6.280.684.060 621.166.555 6.901.890.615 106.18 
2014 6.500.000.000 2.223.418.945 957.543.363 3.180.953.308 48.94 
2015 6.500.000.000 3.822.965.345 280.029.745 4.108.995.090 63.12 
2016 6.500.000.000 3.208.369.984 645.940.690 3.854.310.944 59.30 
Sumber : BAPENDA Kab. Langkat 
Tabel 2 Keterangan Target dan Realisasi BPHTB 
Tahun Keterangan 
2011 Memenuhi Target 
2012 Memenuhi Target 
2013 Memenuhi Target 
2014 Tidak Memenuhi Target 
2015 Tidak Memenuhi Target 
2015 Tidak Memenuhi Target 
Sumber : Data diolah,2017 
 
 Perkembangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) Kabupaten Langkat mulai dari tahun 2011 mengalami penerimaan 
realisasi mencapai 107.49%. Hal ini merupakan awal yang baik bagi Pemerintah 
Daerah tahun 2011 merupakan awal tahun pengalihan pajak BPHTB dari pajak 
pusat menjadi pajak daerah. 
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 Kemudian pada tahun 2012 pemerintah menaikkan target dari tahun 
2011 yaitu sebesar 3.500.000.000 menjadi 8.500.000.000 dengan penerimaan 
realisasi sebesar 8.834.958.844 dimana pada tahun 2012 Pemerintah Daerah 
berhasil menetapkan target yang realisasinya melebihi target yang telah 
ditetapkan. Dan pada tahun 2013 realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkat melebihi target dengan 
persentse sebesar 106.18. 
 Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 penerimaan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkat tidak mengalami 
masalah karena dalam realisasi penerimaannya melebihi target. Tiga tahun 
berturut-turut realisasi penerimaan BPHTB melebihi target merupakan pencapaian 
yang baik bagi Kabupaten Langkat dan hal ini terjadi karena pada saat itu banyak 
terjadi transaksi perolehan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga banyak 
penerimaan BPHTB. 
 Perkembangan Bea Perolehan Hak Atas  Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) pada tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami penerimaan yang sangat 
baik. Akan tetapi tidak pada tahun 2014, 2015, dan 2016 dimana pada tahun-tahun 
ini realisasi penerimaannya mengalami penurunan dan bahkan tidak mencapai 
target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ini terjadi karena beberapa faktor 
yang menyebabkan tidak mencapainnya target. Peningkatan dan penurunan 
realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB 
Kabupaten Langkat terlihat pada gambar grafik berikut:  
 
Gambar 2 
Perkembangan BPHTB Kab Langkat 2011-2017 
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D. Target Perencanaan dan Realisasi Penerimaan BPHTB Kabupaten 
Langkat 
Dalam hal perencanaan target dan realisasi BPHTB, Deddy Sutomo selaku 
Kepala Bagian Pendataan mengatakan bahwa: 
“Dalam mencapai suatu target yang ingin dicapai khususnya dalam 
sektor pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 
Pemerintah Daerah menetapkan target yang ingin dicapai dengan merencanakan 
angka target yang ingin direalisasikan. Untuk merencanakan angka target Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemerintah melihat 
beberapa aspek yang menyangkut perekonomian Kabupaten Langkat pada tahun 
sebelumnya agar dapat menentukan angka yang akan menjadi target pada tahun 
mendatang. Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada 
realisasinya tidak mencapai target. Tidak tercapainya target Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terjadi karena beberapa faktor atau masalah 
yang terjadi pada Wajib Pajak dan Instansi yang bersangkutan dalam 
kepengurusan BPHTB.”36 
 
 
 
Tabel 3.Perbandingan Target dan Realisasi BPHTB Kab. Langkat 
Tahun Target Realisasi % 
2011 3.500.000.000 3.762.043.460 107.49 
2012 8.500.000.000 8.834.958.844 103.94 
2013 6.500.000.000 6.901.890.615 106.18 
2014 6.500.000.000 3.180.953.308 48.94 
2015 6.500.000.000 4.108.995.090 63.12 
2016 6.500.000.000 3.854.310.944 59.30 
Sumber : BAPENDA Kab. Langkat 
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Gambar 3 
Perencanaan dan Realisasi BPHTB Kab. Langkat 2011 s,d 2017 
 Dari gambar grafik diatas menunjukkan bahwa garis biru merupakan target 
perencanaan dan realisasi penerimaan disimbolkan dengan garis merah. Dari 
grafik juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sesuai target adalah pada tahun 2011, 2012, 
dan 2013 dimana keduagaris merah dan biru berdekatan atau sejajar. Kemudian 
realisasi penerimaan tidak sesuai target adalah pada tahun 2014,2015, dan 2015 
dimana kedua garis antara target perencanaan dan realisasi menunjukkan tidak 
sesuainya target dan realisasi. 
 
E. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Target dan Realisasi  
Hasil wawancara dengan Bapak Deddy Sutomo terkait faktor-faktor yang 
menghambat realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di 
Kabupaten Langkat ada beberapa faktor, yaitu:
37
 
1. Banyaknya transaksi dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP) 
Apabila nilai jual objek dibawah  NJOPTKP maka tidak dikenakan 
pajak atau tidak membayar pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 28 
Tahun 2009 Pasal 87 ayat 4 dan 5, yaitu Besarnya Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar 
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
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keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak 
Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah).  
2. Kurangnya Sinergitas antara BAPENDA, Notaris dan Badan Pertahanan 
Negara (BPN) 
Kurangnya sinergitas (kerjasama) antara Badan Pendapatan 
Daerah (BAPENDA), Notaris, dan Badan Pertahanan Negara (BPN) 
merupakan salah satu faktor penyebab minimnya realisasi Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana Notaris 
berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau dikuasakan 
oleh masyarakat dalam kepengurusan tanah dan notaris melaporkan. 
Mengenai hal ini tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 97 ayat 
2, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau 
risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada 
Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 
PPAT/Notaris memiliki peranan yang signifikan dalam 
pemungutan BPHTB karena PPAT/Notaris adalah pejabat umum yang 
terkait dengan transaksi jual beli tanah, PPAT/Notaris akan 
menandatangani akta otentik setelah pajak BPHTB tersebut dibayar 
lunas oleh Wajib Pajak. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya 
dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau 
bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. 
 
 
3. Tingkat Pengetahuan 
Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yaitu pengetahuan Wajib Pajak 
mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dari 
pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hak 
dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, kapan harus membayar, dimana 
harus membayar.  
4. Kesadaran Rendah Dalam Membayar  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ketika Wajib 
Pajak sadar akan kewajibannya seharusnya hal diatas dapat diminimalisirkan 
dan target dapat terpenuhi. Tingkat pengatahuan, kesadaran rendah, Wajib 
Pajak lupa membayar, dan isu pajak dapat dijadikan satu pola yang berkaitan  
dalam mencapai realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB). Perilaku manusia untuk sampai pada tindakan 
membayar pajak dimulai dengan adanya pengetahuan dari Wajib Pajak, dari 
pengetahuan menimbulkan kesadaran, kesadaran rendah juga bisa 
disebabkan karena pengetahuan WP kurang mengenai hak dan kewajiban 
sebagai WP, tetapi kesadaran untuk menjadi suatu tindakan juga dipengaruhi 
oleh unsur keyakinan, emosi, dan pikiran Wajib Pajak yaitu mengenai isu 
pajak. Isu pajak dapat menyebabkan WP enggan membayar pajak”. 
BAB IV  
ANALISIS TARGET PERENCANAAN DAN REALISASI PENERIMAAN 
BPHTB KABUPATEN LANGKAT 
 
A. Analisis Target Perencanaan BPHTB Kabupaten Langkat 
Berdasarkan gambar 2 di bab 3 sebelumnya bahwa target perencanaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah pada tahun 2011 adalah sebesar 3.500.000.000. Pada tahun ini 
merupakan pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah sehingga 
untuk tahap awal pemerintah tidak menetapkan target yang terlalu besar. 
Kemudian pada tahun 2012 Pemerintah menaikkan target sebesar 8.500.000.000, 
angka ini jauh lebih besar dibanding target pada tahun 2011 yang hanya 
3.500.000.000. 
 Pada tahun 2012 ditetapkan target perencanaan oleh Pemerintah Daerah 
sebesar 8.500.000.000 dikarenakan pada saat itu ada perolehan PTP yaitu Hak 
Guna Usaha, maka diasumsikan oleh pemerintah akan ada penerimaan perolehan 
yang besar dari PTP tersebut. 
 Pada tahun 2013 Pemerintah menetapkan target sebesar 6.500.000.000, 
lebih rendah dari target pada tahun 2012 karena pada tahun 2013 diperkirakan 
tidak ada perolehan penerimaan yang besar seperti yang terjadi pada tahun 2012. 
Target sebesar 6.500.000.000 tetap menjadi target di tahun 2014, 2015, dan 2016. 
Ditetapkannya target pada tahun 2014, 2015, dan 2016 dengan target yang sama 
yaitu 6.500.000.000 dikarenakan pada tahun 2014 target sebesar 6.500.000.000 
realisasi penerimaannya tidak mencapai target, dari hal tersebut pemerintah 
berasumsi bahwa pada tahun 2014 realisasi tidak mencapai 100% dan ada 
kemungkinan bahwa pada tahun selanjutnya yaitu 2015 dan 2016 jika target 
dinaikkan realisasi penerimaan tidak mencapai 100%, untuk itu pemerintah tidak 
menaikkan target di tahun 2015 dan 2016. 
 
Hasil wawancara dengan bapak Dedi Sutomo selaku Kapala bidang 
pendataan bahwa tentang perencanaan dan realisasi BPHTB:38 
“Target perencanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) Kabupaten Langkat untuk tahun 2011, 2012, dan 2013 Pemerintah 
menetapkan target yang berbeda-beda dikarenakan beberapa faktor misalnya, 
target pada tahun 2012 berbeda dengan tahun 2011 karena untuk menentukan 
target pada tahun 2012 pemerintah menentukan ditahun sebelumnya dan untuk 
menentukan target pada tahun 2011 pemerintah melihat kondisi perekonomian 
Kabupaten Langkat karena 2011 BPHTB dialihkan dari pajak pusat menjadi 
pajak daerah dan kedua target di tahun 2011 dan 2012 jauh berbeda karena di 
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tahun 2011 diperkirakan ada perolehan besar ditahun 2012 yaitu Hak Guna 
Usaha pada PTP yang akan menambah penerimaan BPHTB Kabupaten Langkat” 
 
B. Realisasi Penerimaan BPHTB Kabupaten Langkat 
Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) pada tahun 2011 telah melebihi target yang sudah ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah yaitu 3.500.000.000 dengan penerimaan sebesar 
3.498.700.418 sampai dengan bulan lalu, artinya pada bulan Januari sampai 
November dan pada bulan ini (Desember) menambah penerimaan realisasi sebesar 
263.343.042, dari hasil penerimaan pada bulan lalu (Januari sampai November) 
ditambah dengan penerimaan pada bulan ini (Desember) maka total realisasi 
penrimaan BPHTB tahun 2011 adalah 3.762.043.460 yang artinya pada tahun 
2011 realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten Langkat melebihi 100% yaitu 
dengan persentase 107.49%. 
Pada tahun 2012 dengan target sebesar 8.500.000.000 realisasi penerimaan 
BPHTB pada sampai bulan lalu (Januari sampai November) sebesar 
7.863.113.372 dan pada Bulan Ini (Desember) sebesar 8.834.958.844 yang artinya 
realisasi penrimaan BPHTB Kabupaten Langkat telah melampaui target dengan 
persentase sebesar 103.94%. 
Pada tahun 2013 Pemerintah menetapkan target sebesar  6.500.000.000 
dengan realisasi penerimaan Sampai Bulan Lalu (Januari sampai November) 
sebesar 6.280.684.060 ditambah dengan penerimaan Bulan ini (Desember) sebesar 
621.166.555, jadi jika ditotal penerimaan BPHTB tahun 2013 sebesar 
6.901.890.615 dengan persentase 106.18%. 
Pada tahun 2014 dengan target yang sama dengan tahun 2013 tetapi 
realisasi penerimaan di tahun 2014 tidak mencapai setengah dari target 
perencanaandengan realisasi pada Sampai Bulan Lalu (Januari sampai November) 
sebesar 2.223.418.945 ditambah dengan penerimaan Bulan Ini (Desember) 
sebesar 957.534.363 maka total penerimaan hanya sebesar 3.180.953.308 dengan 
persentasi sebesar 48.94% 
Pada tahun 2015 masih dengan target yang sama dengan tahun 
sebelumnya dan di tahun 2015 realisasi penerimaan BPHTB juga tidak mencapai 
100% dan hanya 63.12%, meningkat dari tahun sebelumnya 2014 yang terealisasi 
48.94%. Penerimaan BPHTB tahun 2015 Sampai Bulan Lalu sebesar 
3.822.965.345 ditambah dengan realisasi Bulan ini (Desember) Sebesar 
280.029.745 maka total penerimaan BPHTB Kabupaten Langkat tahun 2015 
sebesar 4.102.995.090. 
Dan pada tahun 2016 dengan target yang sama dengan tahun sebelumnya 
dan realisasi penerimaan pada Sampai Bulan Lalu (Januari sampai November) 
sebesar 3.208.369.984 ditambah dengan Bulan Ini (Desember) 645.940.690 maka 
total penerimaan BPHTB Kabupaten Langkat tahun 2016 sebesar 3.854.310.944 
dengan persentase 59.30% dan nilai ini lebih menurun dibanding penerimaan 
tahun 2015. 
Untuk menaikkan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkat, Pemerintah Daerah dapat merencanakan 
stragtegi yang dapat dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi kepada masyarakat 
Untuk meningkatkan penerimaan pajak tidaklah mudah, perlu adanya 
tindakan sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat agar 
masyarakat mengenal dan mengerti mengenai pajak BPHTB. Sosialisasi dapat 
dilakukan melalui media cetak yaitu ajakan kepada masyarakat tentang 
pentingnya membayar pajak dan memberikan pengetahuan mengenai BPHTB, 
misalnya mekanisme pembayaran BPHTB, dasar pengenaan BPHTB, objek 
pajak BPHTB, dan lain-lain, Selain itu melalui media cetak juga bisa 
mencantumkan target dan realisasi BPHTB selama beberapa tahun terakhir 
agar masyarakat mengetahui bagaimana penerimaan BPHTB di Kabupaten 
Langkat, dengan melihat hasil penerimaan BPHTB khususnya pada tahun 
yang tidak mencapai target, maka masyarakat menilai bahwa ada masalah 
dalam penerimaan dan ada kemungkinan timbul kesadaran Wajib Pajak dalam 
membayar kewajiban. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui 
media cetak, tetapi juga dilakukan melalui media online karena mengingat 
banyak masyarakan yang menggunakan smartphone. Sosialisasi dengan media 
online bisa dilakukan dengan cara membuat artikel terkait BPHTB pada blog 
misalnya blog resmi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang kemudian 
dibagikan agar banyak pengguna media sosial yang membaca. Selain itu 
sosialisasi juga bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung kepada 
masyarakat, sosialisasi seperti ini perlu dilakukan karena tidak semua 
masyarakat mempunyai smartphone untuk mengakses informasi yang berbasis 
online seperti masyarakat di pedesaan yang terkadang masih belum mengerti 
teknologi. Dengan sosialisasi seperti ini masyarakat akan lebih terbantu 
pemahamannya mengenai pajak BPHTB. 
2. Verifikasi ke lapangan  
Dalam pemungutan pajak BPHTB, agar realisasi penerimaan BPHTB 
meningkat perlu dilakukan verifikasi ke lapangan atau objek pajak yang dituju 
untuk memastikan apakah nilai pengenaan pajaknya sesuai dengan objek pajak 
karena dikhawatirkan ada perbedaan antara keduanya. 
3. Melakukan pembinaan kepada petugas pemungutan pajak 
Strategi yang terakhir adalah melakukan pembinaan atau evaluasi kepada 
petugas pemungutan pajak.Dalam hal ini yang dilakukan adalah mengevaluasi 
kinerja pemungutan pajak apakah sudah baik atau masih terdapat kesalahan 
dalam pemungutan pajak dan bagaimana sikap pemungutan pajak terhadap 
masyarakat atau Wajib Pajak juga menjadi evaluasi karena menjaga 
kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar.Tujuan pembinaan dilakukan 
adalah untuk memperbaiki pelaksanaan pemungutan pajak apabila terdapat 
kesalahan agar dapat menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dalam mencapai suatu target yang ingin dicapai khususnya dalam sektor 
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah 
Daerah menetapkan target yang ingin dicapai dengan merencanakan angka target 
yang ingin direalisasikan. Untuk merencanakan angka target Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemerintah melihat beberapa aspek yang 
menyangkut perekonomian Kabupaten Langkat pada tahun sebelumnya agar dapat 
menentukan angka yang akan menjadi target pada tahun mendatang.  
Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada realisasinya 
tidak mencapai target. Tidak tercapainya target Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) terjadi karena beberapa faktor atau masalah yang terjadi 
pada Wajib Pajak dan Instansi yang bersangkutan dalam kepengurusan BPHTB. 
  Perencanaan target Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) di Kabupaten Langkat meliputi beberapa faktor yang dilihat sebelum 
menentukan nilai target yang akan dicapai, yaitu:  
1. Pertumbuhan Ekonomi 
2. Pendapatan Regional Domestik Bruto 
3. Inflasi 
4. Pendapatan 
 Faktor-faktor yang menghambat realisasi Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan di Kabupaten Langkat, yaitu: 
1. Banyaknya transaksi dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak (NJOPTKP) 
2. Kurangnya Sinergitas antara BAPENDA, Notaris dan Badan 
Pertahanan Negara (BPN) 
3. Tingkat Pengetahuan 
4. Kesadaran Rendah Dalam Membayar  
 
Nilai Islam dalam pemungutan pajak: 
 َهَْيب ُْمتْمَكَح اَذِإَو َاهِلَْهأ َٰىِلإ ِتَاواََمْلْا او ُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َّنِإ  َ َّاللَّ َّنِإ ۚ ِلْدَعْلِاب اىُمُكَْحت َْنأ ِساَّىلا
 ًريَِصب اًعيِمَس َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ۗ ِِهب ْمُُكظَِعي ا َّمِعِوا  
Artinya: 
      
63 
”Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanah kepada 
yang berhak menerimanya, dan memerintah kamu apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah 
Maha mendengar lagi Maha Melihat.”. (QS. An-Nisaa :58) 
Adil berkaitan dengan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (BPHTB) dimana dalam pemungutannya apabila ada Wajib Pajak 
yang mendapatkan hadiah, warisan, atau lainnya sedang dia tidak mampu untuk 
membayar pajak yang telah ditetapkan, maka pemerintah atau pihak penagih dapat 
mengurangi utang pajaknya sesuai kemampuan Wajib Pajak. Dalam hal ini 
pemerintah bersifat adil yang artinya memberikan keringanan kepada Wajib Pajak 
yang kurang mampu sedangkan bagi Wajib Pajak yang mampu dalam membayar 
maka tetap membayar sesuai jumlah yang ditetapkan, karena adil bukan hanya 
berarti sama atau seimbang tetapi juga membagikan hak sesuai dengan kebutuhan 
atau kemampuan. 
 
B. Saran 
Beberapa saran yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan 
penerimaan: 
1. Hendaknya perlu terus disosialisasikan tentang BPHTB supaya 
masyarakat lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya 
BPHTB sehingga bisa menghitung sendiri besarnya BPHTB yang harus 
dibayarnya. 
2. Dalam rangka meningkatkan penerimaan realisasi BPHTB perlu 
terusditingkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalampelaksanaan 
pemungutan BPHTB. 
3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalampemungutan 
BPHTB hendaknya dicari jalan keluarnya. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
NO PERTANYAAN JAWABAN 
1 Bagaimana perolehan BPHTB? Perolehan BPHTB didapat dari 
adanya transaksi jual beli tanah 
atau bangunan, hibah, waris, 
pemekaran usaha, dan lain-lain 
yang termasuk ke dalam Nilai 
Perolehan Wajip Pajak (NPOP). 
2 Bagaimana mekanisme pemungutan 
BPHTB? 
Pemungutan  BPHTB 
berdasarkan Self Assesment, 
yaitu Wajib Pajak diwajibkan 
untuk menghitung, membayar 
sendiri dan melaporkan pajak 
yang terutang sesuai peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
3 Siapakah yang memungut BPHTB? Tim penagih dari Badan 
Pendapatan Daerah. 
4 Apakah BPHTB termasuk pajak? Ya, karena sifat BPHTB sama 
seperti pajak lainnya, yaitu sama-
sama pemungutan yang 
dipaksakan, tidak mendapat balas 
balas jasa secara langsung. 
5 Mengapa penerimaan BPHTB tidak 
sebesar penerimaan pajak lainnya? 
Karena penerimaan BPHTB ada 
apabila ada perolehan. 
6 Bagaimana konsep penerimaan 
BPHTB Kab. Langkat? 
Konsep perencanaan BPHTB 
dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 
pertumbuhan ekonomi, inflasi, 
pendapatan, dan PDRB. 
7 Apa saja faktor yang menyebabkan 
realisasi penerimaan BPHTB tidak 
Beberapa faktor yang 
menyebabkan penerimaan tidak 
sesuai target? sesuai target adalah banyaknya 
transaksi dibawah NJOPTKP, 
kurangnya sinergitas antara 
BAPENDA, notaries dan BPN, 
kemudian tingkat pengetahuan 
dan yang terakhir adalah 
kesadaran rendah dalam 
membayar. 
8 Bagaimana pengalokasian 
penerimaan BPHTB? 
Penerimaan dari perolehan 
BPHTB akan dialokasikan ke 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD). 
 
 
